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”Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakan segala urusan 
dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada  Allah-lah 
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ABSTRAK 
 
ERLIN AIRIDAWATI. E 1104033. PELAKSANAAN PENYIDIKAN 
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK-
ANAK OLEH POLTABES SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2008. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penanganan kasus perkara 
pidana dengan pelaku anak-anak oleh Poltabes Surakarta dan mengantisipasi 
kendala-kendala yang timbul dan dihadapi PPA Poltabes Surakarta dalam menangani 
kasus khususnya mengenai perkara pidana anak-anak. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang 
bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di PPA Poltabes Surakarta. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data 
diperoleh melalui studi kepustakaan dan keterangan-keterangan yang diperoleh 
melalui wawancara secara langsung di lokasi penelitian dalam hal ini adalah kanit 
PPA Poltabes Surakarta yaitu AKP Sri Rahayu. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data 
menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Tujuan Penelitian 
Hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyindikan perkara tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di Poltabes Surakarta serta kendala-
kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik selama proses penanganan perkara 
tindak pidana pencurian tersebut 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 
pelaksanaan penanganan perkara kejahatan jabatan ini adalah sebagai berikut :  
Pertama adanya laporan korban kemudian diadakan penyelidikan,  petugas Poltabes 
Surakarta membuat Laporan Polisi. Kedua penyidikan, yaitu membuat Surat Perintah 
Penyidikan, membuat Surat Perintah Tugas, melakukan Pemberitahuan dimulainya 
penyidikan, melakukan Pemeriksaan Saksi dan Tersangka, melakukan upaya paksa 
(penangkapan, penahana, penyitaan), permohonan Kepada Pembimbing 
Kemasyarakatan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), pembuatan 
pernyataan orang tua masih mampu mendidik anaknya, menyusun Sampul Berkas 
Perkara, serta Menyerahkan Berkas Perkara Kepada Kejaksaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
            Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan 
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 
merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan 
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus 
cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 
            Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang 
Kesejahteraan Anak ditegaskan bahwa: 
1. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak 
yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar 
baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. 
2. Usaha kesejahteraan anak merupakan usaha kesejahteraan sosial yang 
ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama 
terpenuhinya kebutuhan pokok anak. 
            Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. 
Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas 
dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi 
kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial 
serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka 
dan bangsa di masa depan.  
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Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, 
dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-
kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu 
terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal 
status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu 
dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara 
fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, 
maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan 
atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. 
            Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya 
dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di 
bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa 
perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat 
berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau 
tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam 
pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang 
tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan 
masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan 
pribadinya. 
            Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah 
laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan 
sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah 
perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan 
sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam 
menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya 
seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan 
pengembangan perilaku anak tersebut. 
           Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan 
yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat 
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ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau 
tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan 
dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan 
anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat 
sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap 
dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan 
perkembangan anak secara sehat dan wajar. 
             Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan 
perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam 
hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan 
pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya 
ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana 
bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 
penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman 
pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati 
dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. 
             Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dimaksudkan untuk 
lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa 
depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan 
untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh 
jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan 
berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam UU 
Pengadilan Anak disebutkan bahwa khusus mengenai sanksi terhadap anak 
ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih 
berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, 
seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, 
atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai 
umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.                   
            Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas 
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pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, 
wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan 
Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak 
ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh 
pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.  
            Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib 
mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun 
oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari 
anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan 
Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang 
seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi 
kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus 
yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar 
yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang 
baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi 
kehidupan keluarga, bangsa dan negara. 
             Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan 
bagi Anak Nakal yang telah diputusoleh Hakim, maka anak tersebut ditampung 
di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta 
dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan 
kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai 
penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan 
Umum. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang 
tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak. 
             Anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak 
mempunyai orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang 
mengalami masalah kelakuan dan cacat. Anak yang kurang atau tidak 
memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam 
pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang 
tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret arus pergaulan atau 
lingkungan yang tidak sehat dan merugikan masyarakat dan dirinya sendiri 
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(Sholeh Soeaidy&Zulkhair, 2001: 23). Keberadaan anak dilingkungan kita perlu 
mendapatkan perhatian, terutama tingkah lakunya. Dalam perkembangannya 
kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas 
kontral.  
Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa 
pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari 
lingkungan pergaulannya. Keadaan sekitar mempunyai pengaruh yang besar 
bagi perkembangan perilaku anak, karenanya peran orangtua dan masyarakat 
sekitar lebih bertanggung jawab terhadap masalah anak dalam hal pembinaan, 
pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.  
            Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh 
beberapa faktor, antara lain: 
1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat. 
2. Arus globalisasi di bidang  informasi dan komunikasi 
3. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknolegi 
4. Perubahan gaya hidup sebagian orang tua (Sholeh Soeaidy&Zulkair, 2001: 
23). 
Memprihatinkan apabila suatu negara mempunyai generasi penerus 
bangsa, yang masih anak-anak sudah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dihukum pidana/penjara, sebagai pelaku tindak kejahatan. Tidak jarang dijumpai 
anak-anak dibawah umur melakukan tindak pidana yang dapat membawa 
mereka ke rumah tahanan. Kehidupan yang wajar bagi anak-anak seusia mereka 
seharusnya adalah belajar di lingkungan sekolah dan bermain dengan anak-anak 
seusia mereka dengan bebas, akan tetapi dengan adanya mereka di rumah 
tahanan terenggut kebebasan dan kesempatan mereka untuk dapat berinteraksi 
dengan lingkungan pendidikan sesuai dengan usia mereka. 
Masalah anak sebelumnya diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP. Dengan 
keluarnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997  tentang Peradilan Anak 
menjadikan Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Penanganan 
masalah anak yang mengacu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Anak yang memuat ketentuan khususnya saja,  sedangkan ketentuan 
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umum dalam beracara sama dengan yang tercantum dalam KUHAP. Dalam Hal 
ini berlaku asas lex spesialis derogate lex generalis. Penanganan kasus anak 
dalam penyidikan  berkas harus dipisah dengan tindak pidana orang dewasa. 
Peradilan anak/sidang anak di Indonesia ada sejak tahun 1958 disebabkan 
karena Pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus 
terhadap anak yang bersangkutan melanggar hukum. Dasar dari perlakuan 
khusus ini adalah agar anak yang melanggar peraturan tersebut tidak mengalami 
tekanan jiwa/mental, dikarenakan seorang anak itu jalan hidupnya masih 
panjang jadi jangan sampai penyelesaian pelanggaran hukum tersebut dapat 
mempengaruhi masa depan dan perkembangan kepribadian anak untuk 
selanjutnya. 
Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah 
memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap 
anak yang terlibat tindak kejahatan. Undang-Undang ini yang telah berlaku di 
Indonesia yang merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak. Dalam 
Konvensi Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas 
perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam 
dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. 
Menurut Astrid Gonzaga Dionisio, Staf Perlindungan Anak UNICEF 
Indonesia mengatakan bahwa Tahun 2005 negara kita sudah naik peringkat 
kedua, peringkat yang mengindikatorkan suatu negara mulai concern pada 
kekerasan anak. Apalagi kita sudah didukung oleh UU No. 23 Tahun 2002 dan 
APBN yang menganggarkan bantuan penangan kejahatan anak 
(www.hukumonline.com.htm). Hari Anak Nasional, yang diperingati tanggal 23 
Juli dijadikan salah satu momen refleksi pembenahan masalah tindak kekerasan 
terhadap anak dan dapat memberikan penanganan yang maksimal terhadap 
kejahatan anak ini, terutama yang terkait dengan perlindungan anak dan 
peradilan pada anak. 
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           Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat 
mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain: 
1. Perancangan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak 
2. Perlindungan dalam proses penyidikan dan peradilan anak 
3. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan 
lingkungan sosial 
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan 
5. Perlindungan anak dari segala bentuk exploitasi. 
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan 
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata (Siti 
Warsini 2008). 
Magdalena Sitorus, Ketua Pokja Pemantauan dan Evaluasi Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengatakan bahwa penanganan masalah 
anak harus dilakukan secara holistik, tidak bisa secara parsial atau perbagian 
saja. Persoalan penentuan pidana pada anak itu muncul karena aparat penegak 
hukum sendiri seringkali memikirkan kemudahan lingkup hukum saja tanpa 
mempertimbangkan bagaimana dampak hukuman penjara terhadap anak di 
bawah umur. Pemidanaan untuk kasus anak harus diusahakan merupakan 
ultimum remedium, (upaya pemidanaan terakhir). Persoalan anak ini kalau bisa 
jangan sampai dibawa ke pengadilan oleh penyidik, kalau ada jalan alternatif 
lain yang bisa ditempuh. Ini didasarkan pada pertimbangan psikis anak tersebut 
(www.hukumonline.com.htm). 
 Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis berusaha 
untuk menyusun penulisan hukum ini dengan judul : “PELAKSANAAN 
PENANGANAN  PERKARA PIDANA DENGAN PELAKU ANAK-ANAK 
OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)  POLTABES 
SURAKARTA”. 
 
 
 
 
22 
 
22 
 
B.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah  penanganan perkara pidana dengan pelaku anak-anak oleh 
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Poltabes Surakarta? 
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi aparat Unit Pelayanan Perempuan 
dan Anak (PPA) Poltabes Surakarta dalam penanganan perkara pidana 
dengan pelaku anak-anak? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai 
dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan perkara pidana dengan pelaku 
anak-anak oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Poltabes 
Surakarta. 
b. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi aparat Unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Poltabes Surakarta dalam 
penanganan perkara pidana dengan pelaku anak-anak. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
menyusun penulisan hukum untuk memenuhi salah satu persyaratan yang 
diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 
praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. 
c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum. 
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D.  Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 
mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk sedikit memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 
khususnya. 
c. Untuk mendalami teori–teori yang telah penulis peroleh selama menjalani 
kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal 
untuk masuk kedalam instansi atau instansi penegak hokum maupun untuk 
praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar 
dapat ditegakkan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 
serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan 
masalah yang diteliti. 
 
E.  Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang 
bersifat empiris, yaitu berusaha meneliti hukum dalam pelaksanaannya di 
lapangan (law in action). 
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2. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian 
deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 
dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan atau gejala–gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986;10). Penulis 
berusaha memperoleh gambaran yang lengkap dan nyata tentang penanganan 
perkara pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku oleh aparat 
Poltabes Surakarta. 
3. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data–data yang diperlukan, maka Penulis 
mengambil   lokasi penelitian di PPA Poltabes Surakarta 
4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung 
melalui penelitian lapangan. 
b. Data Sekunder 
Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak 
langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
5. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi 
penelitian, dalam hal ini  adalah PPA Poltabes Surakarta 
b. Sumber Data Sekunder,  
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting 
dalam penulisan. Karena dengan adanya data dapat menunjang penulisan 
25 
 
25 
 
sebagai bahan dalam penulisan itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab secara 
langsung baik lisan maupun tertulis dengan AKP (Ajun Komisaris Polisi) 
Sri Rahayu, Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Poltabes 
Surakarta. 
b. Studi Kepustakaan 
Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat 
teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, 
dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil 
penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang 
diteliti. 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data 
dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan 
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy 
J.Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan  model  analisis interaktif 
(interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa 
melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik 
kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, 
sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan 
benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. 
Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut adalah: 
a. Reduksi Data 
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang 
bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 
membuang hal-hal yang tidak penting  yang muncul dari catatan dan 
pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan 
akhir penelitian selesai. 
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b. Penyajian Data 
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 
dilaksanakan. 
c. Menarik Kesimpulan  
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal 
yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, 
pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab 
akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37). 
 
Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data: 
 
 
 
  
 
Gambar.1 
 
Gambar : 1 Bagan Model Analisis Interaktif 
Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara empat 
sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik diantara 
kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu 
penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan  proses itu komponen–komponen 
tersebut akan didapat yang benar–benar mewakili dan sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan  apa adanya sesuai dengan  
masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, 
kemudian kita ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi 
berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus (HB.Sutopo, 2002:13) 
 
 
 
Pengumpulan data 
Penarikan kesimpulan 
Penyajian data Reduksi data 
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F.   Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk 
memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis 
menjabarkan dalam bentuk sistemtika skripsi sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan hukum 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Tinjauan Umum 
Tentang Penanganan Perkara di Tingkat Kepolisian, Tinjauan Umum 
Tentang Pelayanan Perempuan dan Anak, Tinjauan Umum Tentang 
Tindak Anak. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan 
pembahasan mengenai Penanganan Perkara Pidana Dengan Pelaku 
Anak-anak Oleh Bagian Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) 
Poltabes Surakarta, Kendala-kendala yang Dihadapi Aparat Bagian 
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Poltabes Surakarta dalam 
Penanganan Perkara Pidana dengan Pelaku Anak-anak. 
BAB IV  : PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang 
diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan 
bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan 
pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi 
semua pihak. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
     1. Tinjauan Umum tentang Penanganan Perkara  Di Tingkat Kepolisian 
a. Pengertian Penanganan Perkara 
Penanganan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan menangani. 
perkara berarti masalah, persoalan, atau urusan yang perlu diselesaikan atau 
dibereskan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1980: 673). Dari pengertian 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
penanganan perkara dalam penelitian ini adalah suatu proses atau rangkaian 
tindakan untuk menangani perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, dimana pelakunya adalah anak-anak oleh Bagian Pelayanan 
Perempuan dan Anak di tingkat kepolisian. 
b. Penanganan Perkara di Tingkat Kepolisian 
Penanganan perkara di tingkat kepolisian atau tahap pemeriksaan 
pendahuluan menurut KUHAP terbagi menjadi dua tahap kegiatan, yaitu 
kegiatan penyelidikan dan penyidikan.  
1)  Penyelidikan 
a)  Pengertian Penyelidikan 
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan 
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 
dalam Undang-undang.  
b) Latar Belakang Penyelidikan 
Latar Belakang/motivasi/urgensi diadakannya fungsi 
penyelidikan itu ada 3, yaitu: 
(1) Adanya perlindungan dan jaminan terhadap HAM 
(2) Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam 
penggunaan upaya paksa 
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(3) Adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi (Edy 
Hardyanto, 2005) 
Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak 
pidana belum tentu menampilkan bentuknya secara jelas sebagai 
tindak pidana. Perlu ditegaskan apa suatu peristiwa tersebut 
merupakan tindak pidana, oleh karena itu sejak dini KUHAP 
berusaha mencegah digunakannya upaya paksa dengan mudah, 
upaya paksa ini digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan 
demi kepentingan umum yang lebih luas. Menurut sifatnya  
penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan 
terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi merupakan salah satu 
metode/cara/sub dari penyidikan yang mendahului tindakan lain 
yang berupa tindakan/upaya paksa (Bambang Santoso, 2007). 
Penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam 
melakukan tujuh tahap dalam hukum acara pidana, yang artinya 
disini penyelidikan itu adalah mencari kebenaran suatu peristiwa 
(Andi Hamzah,2005: 118) 
c) Kepangkatan Penyelidik 
Pihak yang melakukan penyelidikan disebut penyelidik. 
Menurut Pasal 1 sub 4 KUHAP, “Penyelidik adalah pejabat polisi 
negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan 
penyelidikan”. 
Petugas Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik 
Indonesia mulai dari pangkat Barada sampai dengan Jendral penuh 
yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan 
penyelidikan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik 
wajib menunjukkan tanda pengenalnya selain itu penyelidik di 
koordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik yang 
merupakan pejabat polisi. 
d) Wewenang Penyelidik 
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Kewajiban dan wewenang penyelidik dapat ditinjau dari 2 
(dua) segi, yaitu : 
(1) Kewajiban dan wewenang berdasar hukum, diatur dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf a. Terdiri dari : 
(a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya suatu tindak pidana. 
(b) Mencari keterangan dan barang bukti. 
(c) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri. 
(d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
(2) Kewajiban dan wewenang yang bersumber dari perintah 
penyidik, diatur dalam Pasal 5 ayat (1)  huruf b. Terdiri dari  
(a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 
penggeledahan, dan penyitaan. 
(b) Pemeriksaan dan penyitaan surat. 
(c) Mengambil sidik jari dan memotret seorang. 
(d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 
Atas pelaksanaan tindakan-tindakan yang disebut pada Pasal 5 
ayat (1) huruf a dan b KUHAP, maka penyelidik wajib membuat dan 
menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tindakan-tindakan 
tersebut. 
2) Penyidikan      
a) Pengertian Penyidikan 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) Pasal 1 sub 2 yang dimaksud dengan penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
menurut Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, 
yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu Tindak Pidana yang 
terjadi dan menemukan tersangkanya. 
31 
 
31 
 
Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut 
penyidikan yaitu : 
(1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik. 
(2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik. 
(3) Pemeriksaan di tempat kejadian. 
(4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa. 
(5) Penahanan sementara. 
(6) Penggeledahan. 
(7) Pemeriksaan atau interogasi. 
(8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di 
tempat). 
(9) Penyitaan. 
(10) Penyampingan perkara. 
(11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan 
pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (Andi 
Hamzah, 2005 : 118). 
b) Pejabat Penyidik 
Yang dimaksud sebagai penyidik menurut [Pasal 1 sub 1 dan 
Pasal 6 ayat (1)] KUHAP terdiri dari : 
(1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia  
(2) Pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang. 
c) Kepangkatan Penyidik 
Syarat pengangkatan dan kepangkatan penyidik diatur dalam 
PP No. 27/1983 Pasal 2 yaitu: 
(1) Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya 
berpangkat Pembantu Letnan Dua (PELDA) polisi. 
(a) Apabila di sector kepolisian tersebut tidak ada yang 
berpangkat pelda, maka yang berpangkat Bintara karena 
jabatannya adalah penyidik. 
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(b) Penunjukan penyidik dilakukan oleh Kepala Kepolisian NRI 
dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
(a) Penyidik PNS tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat 
pengatur muda tingkat I/golongan 2B. 
(b) Pengangkatan Penyidik PNS diangkat oleh mentri yang 
membawahi pegawai negeri tersebut, dengan mendengarkan 
pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian NRI. Dan 
dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh mentri 
(Hari Sasangka&Lily Rosita: 21) 
d) Wewenang Penyidik 
Menurut Pasal 7 KUHAP menyebutkan mengenai wewenang 
penyidik antara lain: 
(1) Menerima lapoan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
suatu tindak pidana 
(2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 
perkara (TKP) 
(3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
oengenal diri tersangka 
(4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan 
(5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 
(6) Mengmbil sidik jari dan memotret seseorang 
(7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi 
(8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungnanya 
dengan pemeriksaan perkara 
(9) Mengadakan penghentin penyidikan 
(10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
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Tugas penyidik selain melakukan penyidikan, sesuai dengan 
Pasal 109 ayat KUHAP: 
(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu 
peristiwa yang merupakan tindaka pidana, penyidik 
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. 
(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak 
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan 
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi 
hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut 
Umum, tersangka atau keluarganya. 
(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh 
penyidik (pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh Undang-Undang), pemberithuan mengenai hal itu segera 
disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. 
e) Pengertian Penyidik Pembantu 
Yang dimaksud sebagai Penyidik Pembantu Polri menurut 
[Pasal 1 sub 3 dan Pasal 10 ayat (1)] KUHAP adalah: pejabat 
kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang 
tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diangkat oleh Kepala 
Kepolisian NRI. Latar belakang diaturnya penyidik pembantu adalah 
karena terbatasnya tenaga POLRI (serse) berpangkat tertentu sebagai 
penyidik (Hari Sasangka&Lily Rosita, 2003: 29) 
f) Kepangkatan penyidik pembantu 
Syarat pengangkatan dan kepangkatan penyidik pembantu diatur 
dalam PP No. 27/1983 Pasal 3 yaitu: 
a) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang diangkat 
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sekurang-
kurangnya berpangkat Bintara Dua (Bribda) dan Pejabat PNS 
tertentu di lingkungan POLRI sekurang-kurangnya berpangkat 
Pengatur Muda (golongan IIa)  
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b) Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian RI 
atas usulan pimpinan masing-masing 
c) Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan kepada 
pejabat Kepolisian Negara RI sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Hari Sasangka&Lily Rosita, 2003: 29). 
g) Tugas Penyidik Pembantu 
Penyidik pembantu bertugas membantu membuat berita acara 
dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali acara 
pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut 
umum (Pasal 12 KUHAP) 
h) Wawanang Penyidik Pembantu 
Menurut Pasal 11 KUHAP Penyidik pembantu mempunyai 
wewenang yang sama dengan penyidik kecuali mengenai penahanan 
yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. 
 
2. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) 
a. Sejarah Terbentuknya Unit PPA 
Pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di 
Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999, 
Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit 
PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 
6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan 
Anak (Unit PPA). Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani 
perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak dapat 
ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak 
perempuan dan anak dapat terpenuhi. 
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b. Prinsip Pendirian (PPA) 
 Prinsip-prinsip pendirian PPA berdasarkan Peraturan Kapolri 
mempunyai 2 prinsip, yaitu: 
1) Prinsip dasar 
a) Penghormatan terhadap HAM, Hak Asasi Perempuan, Hak asasi 
Anak 
b) Berperspektif terhadap perempuan dan anak 
c) Kebenaran, keadilan, dan kepastian hokum 
d) Pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender 
e) Berphak pada kebutuhan dan kepentingan korban 
f) Mengutamakan keterpaduan dan kerjaama 
g) Profesionalisme  
2) Prinsip pelayanan 
a) Empati 
b) Tidak mengadili dan menyalahkan korban 
c) Melindungi kerahasiaan korban 
d) Menyerahkan pengambilan keputusan pada korban dengan 
memperhatikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hokum 
e) Penguatan terhadap korban 
c. Tugas dan kewajiban PPA 
Tugas dan Kewajiban dari unit PPA ada 3, yaitu: 
1) Menyelenggarakan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya 
terhadap perempuan dan anak 
2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya suatu 
tindak pidana terhadap perempuan dan anak 
3) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instasi terkait dalam 
menangani suatu kasus 
d. Penugasan Polwan sebagai petugas pelayanan PPA 
Sebenarnya tidak ada ketentuan mengharuskan seorang polwan 
menjadi penyidik dalam kasus yang ditangani di unit PPA ini. Akan 
tetapi karena setiap kasus yang ditangani di PPA merupakan masalah 
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kesusilaan, dan merupakan pelayanan perkara perempuan dan anak oleh 
karena itu sangatlah tepat bagi polisi wanita ditempatkan di PPA dan 
dipercayakan untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara yang di tangani 
di PPA. Khususnya untuk masalah anak, seorang polisi wanita yang 
sudah berpengalaman sebagai penyidik sangat tepat sebagai Penyidik 
Anak. Biasanya seorang polisi wanita bersifat kodrati keibuan yang 
luwes, perhatian, dan dapat menyelami jiwa anak tetapi tegas. 
e. Struktur organisasi 
Struktur organisasi unit PPA 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2: Struktur Organisasi 
f. Standar Pelayanan Unit PPA 
Pelayanan yang diberikan oleh Unit PPA antara lain: 
1) Menerima laporan ataupun pengaduan terhadap kasus Perempuan 
dan Anak. 
2) Pemberian konseling baik dari psikiater, rohaniawan, ataupun 
pekerja sosial terhadap pelaku/korban perempuan dan anak. 
3) Merujuk atau mengirim korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PTT), 
RS. Bhayangkara/RS Umum terdekat bila diperlukan. 
4) Melakukan penyidikan perkara termasuk permintaan visum et 
repertum bila diperlukan. 
5) Bekerjasama dengan lembaga sosial dalam menyelesaikan kasus 
kejahatan anak. 
6) Memberikan kepastian terhadap pelapor/korban yang melaporkan 
bahwa akan ditindak lanjuti laporan tersebut. 
KASAT RESKRIM 
KANIT PPA 
PA/BANIT LINDUNG PA/BANIT IDIK 
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7) Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh oleh penyidik. 
8) Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban. 
9) Merujuk korban ke LBH, Rumah Aman, Shelter apabila diperlukan. 
10) Mengadakan koordinasi atau kerjasama lintas fungsi atau instansi 
yang terkait. 
11) Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor. 
12) Pemberkasan perkara dengan koordinasi antara Jaksa dan 
Pengadilan. 
13) Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur dan 
hirarki.  
  
3.   Tinjauan Umum tentang Anak 
a. Pengertian Anak  
Pengertian Anak menurut Pasal 1 sub 2 UU No. 4 tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah Seorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh ssatu) tahun dan belum kawin. 
Pengertian Anak menurut Pasal 1 sub 1 UU No. 2 tahun 1988 
Tentang Usaha Kesajahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai 
Masalah, Anak adalah Anak yang antara lain tidak mempunyai orang 
tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang 
mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat. 
Pengertian anak menurut Pasal 1 sub 1 UU No. 3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak, Anak adalah Seseorang yang dalam perkara 
anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
Anak Negara adalah anak yang diserahkan kepada negara oleh 
jaksa/orang tua untuk dibimbing dan diasuh oleh Negara. 
Anak Pidana adalah anak yang melakukan tindak pidana 
kejahatan maupun pelanggaran. 
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Anak Sipil adalah anak sipil yang disekolahkan kepada 
Lapas/Rutan oleh jasa/orang tua yang kelelahan mendidik anak 
tersebut. 
b. Pengertian Anak Nakal 
Anak Nakal dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 Tentang 
Pangadilan Anak, yaitu: 
1) Anak yang Melakukan Tindak Pidana 
2) Anak yang Melakukan Perbuatan yang Dinyatakan Terlarang Bagi 
Anak 
Keterangan:  
1) Anak yang Melakukan Tindak Pidana 
Yang dimaksud dengan anak melakukn perbuatan tindak 
pidana adalah perbuatan yang dilakukan anak tersebut tidak 
terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan 
KUHP saja, melainkan perbuatan-perbuatan yang melanggar 
peraturan diluar KUHP. Misalnya ketentuan pidana dalan UU 
Psikotropika, UU hak cipta, UU pengelolaan lingkungan hidup, dll. 
Contahnya: mencuri dihukum dengan Pasal 362 KUHP, berkelahi 
dengan siswa sekolah lain  dihukum dengan Pasal 351 KUHP, dll 
2) Anak yang Melakukan Perbuatan yang Dinyatakan Terlarang Bagi 
Anak 
Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah 
perbuatan yang baik menurut peraturan perundang-undangan 
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan dilarang dilakukan oleh anak. 
Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan 
kepantasan dalam masyarakat. Contohnya: Bernyanyi ramai-ramai 
dipinggir jalan sampai tengah malam, mencorat-coret tembok 
orang, ngebut dijalan umum (Gatot Supramono, 2005 :4 dan 21). 
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c. Penyidik Anak 
Penyidikan terhadap anak nakal menurut Pasal 41 ayat (1) UU No 
3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak itu dilakukan oleh penyidik 
yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI 
atau pejabat lan yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian RI. 
Kualifikasi untuk dapat menjadi Penyidik Anak maka syarat-
syarat yang harus dipenuhi: 
1) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa. 
2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah 
anak (Pasal 41 ayat (2) UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak) 
Alternatif lain bila belum ada Penyidik Anak menurut dalam 
Pasal 41 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
adalah: 
1) Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana 
yang dilakukan oleh orang dewasa 
2) Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-
Undang yang berlaku. 
Maksud dari  Pasal 41 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak adalah agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan 
walaupun didaerah tersebut belum ada penunjukan Penyidik Anak. 
Kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh 
penyidik anak, yakni: 
1) Kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, 
pengertian dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu 
memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan 
melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik 
(Penjelasan Pasal 42 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengdilan 
Anak) 
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2) Kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing 
kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta 
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, 
ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. 
3) Wajib merahasiakan proses penyidikan terhadap perkara anak 
nakal (Bambang W, 2000:110) 
Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak yang mengatakan bahwa “Dalam hal anak belum 
mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan 
tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan 
pemeriksaan oleh penyidik”. Apabila menurut hasil pemeriksaan, 
penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksudkan dalam 
Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, masih 
dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik 
menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang 
tua asuhnya (Pasal 5 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak). Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (3) UU No. 3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak bahwa “Apabila menurut hasil pemeriksaan, 
penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud alam ayat (1) 
tidak sapat dibina lagi oleh orang tua, wali, orang tua asuhnya, penyidik 
menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah 
mendengar pertimbangan dari Pembina Kemasyarakatan. 
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B. Kerangka Pemikiran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmbar 3: Kerangka Pemikiran 
  
  Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang 
dilaporkan korban ke Poltabes Surakarta. Korban melaporkan tindak pidana 
tersebut kebagian SPK, kemudian petugas membuatkan Laporan Polisi. Laporan 
tersebut diberikan kepada yang berhak menangani perkara anak, yaitu unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA). Unit PPA dalam menangani perkara 
anak nakal, pelaksanaan penyidikan dan dalam penggunaan upaya paksa 
berdasarkan ketentuan Undang-undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak, dimana penggunaan Undang-undang ini mengatur ketentuan khusus 
masalah penanganan anak nakal. Terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam 
Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka ditentukan 
berdasarkan KUHAP. Ini merupakan hubungan hukum yang khusus dan hukum 
 Perkara Pidana Dengan Pelaku  
Anak-anak 
UU No. 3 tahun 1997 Tentang 
Pengadilan  Anak 
KUHAP 
Penerimaan Laporan 
Pelimpahan Berkas ke JPU 
PPA Poltabes Surakarta 
Penanganan Perkara Anak Nakal 
Pemberkas Perkara Anak Nakal 
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umum, merupakan asas lex spesialis derogate lex generalis (dimana hukum yang 
khusus diutamakan/mengalahkan hukum yang umum). Penyidik dalam 
menangani kasus tindak pidana setiap melakukan penyidikan selalu membuat 
berkas perkara. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikannya yang 
dilakukan adalah menyusun berkas perkara. Tahap yang terakhir oleh penyidik 
adalah pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). 
43 
 
43 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Penanganan Perkara Pidana dengan Pelaku Anak-Anak oleh 
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Poltabes Surakarta 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Poltabes Surakarta, maka 
diperoleh hasil sebagai berikut :  
1. Uraian  Singkat Persangkaan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh 
Tersangka  
a. Deskripsi Kasus 
Tersangka FITRI APRILIA DARYANI sebagai pembantu rumah 
tangga di Jl. Mangga 7 No. 11A Jajar Lawean Surakarta, diduga telah 
melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 
2007 sekitar pukul 14.00 wib milik korban ANNA WIDJI ASTUTI 
berupa: 1 (satu) unit Handpond Nokia N 70 beserta chasgernya dan 
headfreenya, Handpond Nokia 6235 beserta chagernya, satu unit sepeda 
angin jenis federal merk pilygon siera DX warna hitam abu-abu dan uang 
tunai sebesar Rp. 350,000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga 
dengan kejadian itu total kerugian yang dialami korban adalah Rp. 
5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).  
b. Identitas Tersangka 
1) Nama : FITRI APRILIA DARYANI 
2) Jenis Kelamin : Perempuan 
3) Tempat/Tanggal Lahir  : Surakarta, 17 April 1991 
4) Agama : Islam 
5) Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga 
6) Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa 
7) Alamat : Kp. Madyotaman I Rt.03 Kel. Punggawan   
Kec. Banjarsari Kota Surakarta 
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c. Waktu Kejadian  
Kejahatan Pencurian tersebut dilakukan oleh pembantu rumah 
tangga tersebut dilaporkan oleh petugas penyelidik Poltabes Surakarta 
pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007 sekitar jam 14.00 wib. 
d. Tempat Kejadian 
Rumah korban ANNA WIDJI ASTUTI di Jl. Mangga 7 No. 11A 
Jajar Lawean Surakarta. 
e. Barang Bukti 
Barang bukti yang disita oleh petugas Poltabes Surakarta dari 
tersangka berupa: 
1) 1 buah HP Nokia N 70 beserta chasger dan headfreenya, HP Nokia 
6235 beserta chasgernya. 
2) Sebuah tas cangklong imitasi warn putih, tiga buah celana jeans warna 
biru, tigabuah T-shirt masing-masing warna biru, hitam dan putih 
wanita serta rok warna hijau tua. 
Barang bukti yang disita oleh petugas Poltabes Surakarta dari SRI 
MULIANI (SAKSI 4) berupa: 
1 (satu) buah sepeda angin federal merk polygon sierra DX warna hitam 
abu-abu 
 
2. Tindakan-Tindakan Aparat Penyidik Poltabes Surakarta dalam 
Menangani Perkara Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Anak 
 Penanganan perkara kejahatan pencurian yang dilakukan anak oleh 
Poltabes Surakarta terdiri dari penyelidikan yang dimulai dengan adanya 
laporan korban tindak pidana kejahatan pencurian yang dilakukan pembantu 
rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan penanganan perkara kejahatan 
pencurian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Adanya Laporan Polisi 
Korban melaporkan ke petugas Poltabes Surakarta, kemudian 
petugas tersebut membuat Laporan Polisi dengan No. Pol : B/LP / 1144 / 
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2007 / SPK I hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007 jam 19.00 wib. Yang 
menerima laporan BRIGADIR SUCIPTO.  
Berdasarkan laporan tersebut kemudian di berikan pada penyidik 
piket reskrim dan setelah itu melaporkannya kepada kasat reskrim. Dalam 
hal pelakunya adalah seorang anak maka yang berwenang penyidik anak 
yang ada pada unit PPA. Mencari keterangan dan bukti permulaan yang 
cukup untuk membuktikan bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut 
adalah merupakan suatu tindak pidana. Setelah diketahuinya bahwa itu 
ternyata suatu tindak pidana maka kemudian diadakan penyidikan. 
b. Dilakukannya Penyidikan 
1) Pembuatan Surat Perintah Penyidikan 
Setelah diketahui bahwa laporan tersebut merupakan suatu 
tindak pidana, segeralah dibuat Surat Perintah Penyidikan untuk 
melakukan tidakan lebih lanjut terhadap peristiwa tersebut. Surat 
perintah penyidikan dengan No. pol: Sprindik/395/VIII/2007/Reskrim 
yang isinya memuat tentang penugasan penyidikan kepada AKP A. 
DIGDO KRISTANTO sebagai penyidik, BRIPKA SUPARNO sebagai 
penyidik pembantu (dalam surat perintah ini ada 2 penyidik dan 6 
penyidik pembantu, tapi penulis hanya menulis satu penyidik dan satu 
penyidik pembantu saja sebagai perwakilannya), untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dalam kasus tindak pidana pencurian yang 
dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Surat perintah penyidikan tersebut dikeluarkan berdasarkan: 
a) Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 
ayat (1), Pasal 10 ayat (1) KUHAP 
b) UU No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
c) Lapodran Polisi No. pol: B/LP/1144/VIII/2007/SPK, tanggal 15 
Agustus 2007. 
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Penyidik karena jabatan dan kewenangannya sebagai penyidik 
maka dalam menangani dan mengambil tindakan yang dianggap perlu 
untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 5 KUHAP. 
2) Pemberitahuan dimulainya penyidikan 
Setelah dimulainya penyidikan kemudian membuat surat 
pemberitahuan dimulainya penyelidikan ke Kejaksaan Negeri Surakarta 
dengan No. pol: B/158/VIII/2007/Reskrim Kepada Kepala Kejaksaan 
Negeri Surakarta tertanggal 20 Agustus 2007. Isi surat ini 
memberitahukan bahwa penyidik telah memulai penyidikannya 
terhadap tersangka FITRI APRILIA DARYANI yang telah melakukan 
tindak pidana pencurian seperti dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. 
Rujukan surat ini berdasarkan pada: 
a) Pasal 109 ayat (1) KUHAP 
b) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI 
c) Laporan Polisi No. pol: B/LP/1144/VIII/2007/SPK I, tanggal 15 
Agustus 2007 
d) Surat Perintah Penyidikan No. pol: Sp.Dik/395/VIII/2007/Reskrim, 
tanggal 15 Agustus 2007 
3) Penangkapan Terhadap Tersangka FITRI APRILIA DARYANI 
Penangkapan merupakan salah satu upaya paksa dari pelaksanaan 
penyidikan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka penyidik 
melakukan penangkapan terhadap tersangka FITRI APRILIA 
DARYANI, untuk dimintai keterangan atas kasus yang didugakan 
kepadanya. 
a) Pembuatan Surat Penangkapan 
Penangkapan harus menggunakan Surat Penangkapan, 
karena untuk melindungi harkat dan martabat seseorang dan 
kesewenang-wenangan pejabat. Surat perintah penangkapan 
dengan No. Pol: Sp. Kap/221/VIII/2007/Reskrim. Pejabat polisi 
yang diberi perintah BRIGADIR GIYAT RIYONO sebagai 
penyelidik, BRIGADIR M. ARIF MAHFUD sebagai penyidik 
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pembantu, dan BRIPTU SETYONO sebagai penyidik pembantu 
untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka FITRI APRILIA 
DARYANI dan membawanya kekantor polisi untuk diperiksa dan 
dimintai keterangannya atas dugan telah melakukan tindak pidana 
pencurian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP. 
Surat penangkapan ini berlaku untuk satu hari. surat penangkapan 
berdasarkan: 
(1) Pasal 5ayat (1)b angka 1, Pasal 7 ayat (1)d, Pasal 16, Pasal 17, 
Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 37 KUHAP 
(2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
(3) Laporan Polisi No. Pol: B/LP/1144/VIII/2007/SPK I, tanggal 
15 Agustus 2007 
Setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka, 
maka segera diadakan pemeriksaan terhadap tersangka FITRI 
APRILIA DARYANI agar dapat ditindaklanjuti apakah dapat 
dilakukan penahanan atau dibebaskan. Jangka waktu penangkapan 
adalah 1x24 jam.  
b) Pembuatan berita acara penangkapan 
Setelah dilakukannya penangkapan, maka dibuatlah Berita 
Acara Penangkapan oleh  BRIPTU SETYONO sebagai penyidik 
pembantu yang menyerahkan tersangka FITRI APRILIA 
DARYANI. Pembuatan Berita Acara Penangkapan tersebut 
berdasarkan: 
(1) Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sp. Kap/221/VIII/2007/ 
Reskrim, tanggal 17 Agustus 2007 
(2) Laporan Polisi No. Pol: B/LP/1144/VIII/2007, tanggal 15 
Agustus 2007 
(3) Pasal 18 ayat (2) KUHAP 
 
 
48 
 
48 
 
4) Penahanan Terhadap Tersangka FITRI APRILIA DARYANI 
a) Pembuatan Surat Perintah Penahanan 
Penahanan terhadap tersangka FITRI APRILIA DARYANI 
menggunakan Surat Penahanan, maka membuat Surat Perintah 
Penahanan dengan No. Pol: Sp. Han/155/VIII/2007/Reskrim. 
Memerintahkan AKP A. DIGDO KRISTANTO sebagai penyidik, 
BRIPKA SUPARNO sebagai penyidik pembantu untuk melakukan 
penahanan, terhadap tersangka FITRI APRILIA DARYANI. Dasar 
dilakukannya pembuatan Surat Perintah Penahanan ini adalah: 
(1) Pasal 17 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 
24 ayat (1) KUHAP 
(2) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 
(3) Laporan Polisi No. Pol: B/LP/1144/VIII/2007, tanggal 15 
Agustus 2007 
(4) Surat Perintah Penyidikan No. pol: 
Sp.Dik/395/VIII/2007/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2007 
b) Pembuatan berita acara penahanan 
Setelah AKP A. DIGDO KRISTANTO sebagai penyidik 
melakukan penahanan terhadap tersangka FITRI APRILIA 
DIRYANI kemudian membuat Berita Acara berdasarkan No. Pol: 
Sp. Han/155/VIII/2007/Reskrim, tertanggal 18 Agustus 2007. 
Berita Acara ini ditandatangani oleh penyidik dan tersangka. 
c) Perpanjangan penahanan 
Permohonan perpanjangan penahanan dilakukan bila jangka 
waktu yang ditentukan tidak cukup dalam melakukan penyidikan, 
dengan cara dibuat Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan 
oleh Kasat Reskrim Poltabes Surakarta AKP SYARIF RAHMAN, 
S.IK. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta dengan No. Pol: 
B/1132/VIII/2007/Reskrim. Perpanjangan penahanan ini selama 10 
hari. Surat permohonan ini merujukan pada: 
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(1) Pasal 24 ayat (2) KUHAP 
(2) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI 
(3) Laporan Polisi No. Pol: B/LP/1144/VIII/2007/SPK I, tanggal 
15 Agustus 2007 
(4) Surat Pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan (SPDP) No. 
pol: B/158/VIII/2007/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2007 
(5) Surat Perintah Penahanan No. Pol: Sp. 
Han/155/VIII/2007/Reskrim, 18 Agustus 2007 atas nana 
tersangka yang dimintakan perpanjangan penahanan. 
Ketua Kejaksaan Negeri Surakarta Jaksa Utama Pratama 
MOMOCK BAMBANG S, S.H. memberikan surat balasan 
perpanjangan penahanan No. 379/T-4/09/2007. 
d) Pembuatan berita acara perpanjangan penahanan  
Berita Acara Perpanjangan Penahanan dibuat oleh AKP A. 
DIGDO KRISTANTO selaku penyidik. Berita Acara ini dibuat 
berdasarkan: 
(1) Surat Perintah Penahanan No. Pol: Sp. 
Han/155/VIII/2007/Reskrim, 18 Agustus 2007 
(2) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. Pol: 
B/1132/VIII/2007/ Reskrim, tanggal 20 Agustus 2007 
(3) Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan No. 379/T-
4/09/2007, tanggal 3 September 2007 
5) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi-saksi 
Pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan 
anak ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pertanyaan yang 
diajukan oleh penyidik pada awalnya menanyakan tentang identitas dari 
saksi-saksi dan tersangka. Baru kemudian kepokok permasalahan tindak 
pidana pencurian yang dilakukan tersangka FITRI APRILIA 
DARYANI.  
 
 
50 
 
50 
 
a) Pemeriksaan Tersangka,  
Memerintahkan BRIPTU SETYONO selaku penyidik 
pembantu untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FITRI 
APRILIA DARYANI. Menurut Pasal 54 KUHAP tersangka 
mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum dari Penasehat 
Hukum atau Pengacara selama menjalani pemeriksaan. Dalam 
perkara tindak pidana pencurian dengan tersangka FITRI APRILIA 
DARYANI menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum,  
kemudian BRIPTU SETYONO membuat berita acara penolakan 
untuk didampingi penasehat hukum selama menjalani pemeriksaan. 
Penyidik melakukan pemeriksaan kepada tersangka pada tanggal 17 
Agustus 2007 pukul 23.00 wib dan tanggal 20 Agustus 2007 pukul 
12.00 wib. Dalam pemeriksaan tersebut tersangka memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
(1) Benar tersangka mengambil barang milik majikannya pada 
hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007 sekitar jam 14.30 wib di 
jalan Mangga 7 No 11 A Jajar Lawean Surakarta dan barang-
barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah Hp Nokia N 70 
beserta charger dan headfreenya, Hp Nokia 6235 beserta 
chasgernya, 1 (satu) buah sepeda angin federal merk polygon 
warna hitam abu-abu dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga 
ratus lima puluh ribu rupiah) 
(2) Benar tersangka bekerja menjadi pembantu rumah tangga 
ditempat saudara ANNA WIDJI ASTUTI yaitu sejak hari 
Sabtu tanggal 11 Agustus 2007 
(3) Benar tersangka menjelaskan bahwa sepeda tersebut sebelum 
diambil oleh tersangka sepeda berada di depan teras sedangkan 
2 buah Hp berada di meja belajar dan uang sebesar Rp. 
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada didekat 
tipe yang berada diruang tamu (dibawah pesawat mainan) 
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(4) Benar tersangka mengambil barang-barang milik majikannya 
tersebut ketika majikannya tidak ada dirumah dan yang ada 
hanya pembantu yang lain, ketika melihat Hp Nokia N70 dan 
Hp Nokia 6235 berada di meja belajar timbul niat untuk 
memilikinya, kemudian diambil dan dimasukkan dalam plastic 
ia juga melihat uang sebesar 350.000 dibawah pesawat mainan 
sehingga juga tersangka ambil dan dengan diam-diam tanpa 
sepengetahuan pembantu yang lain tersangka meninggalkan 
rumah tersabut. 
(5) Benar tersangka sebelumnya tidak minta ijin terlebih dulu 
ketika mengambil barang-barang milik majikannya 
(6) Benar tersangka bahwa uang sebesar Rp. 350.000,- tersebut 
kemudian dibelanjakan dengan tas cangklong warna hitam, 
tiga buah celana jeans warna biru, tiga buah T-sert masing-
masing warna biru, hitam dan putih serta rok wanita warna 
hijau. 
(7) Benar tersangka dalam memberi keterangan tidak merasa 
ditekan atau dipaksa atau dipengaruhi pihak lain serta 
membenarkan semua keterangannya 
b) Pemeriksaan Saksi-saksi 
Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami 
sendiri secara langsung suatu peristiwa pidana. Dalam kasus yang 
penulis teliti ini terdapat 4 saksi, 1 saksi korban, 2 saksi yang bekerja 
ditempat korban sebagai pembantu rumah tangga, dan 1 saksi lagi 
adalah orang yang dititipi sepeda oleh tersangka. Setiap saksi 
diperiksa tersendiri secara terpisah. 
(1) Saksi Korban ANNA WIDJI ASTUTI (Saksi 1) 
Pada waktu penyidik melakukan pemeriksaan tanggal 
15 Agustus 2007 pukul 19.30 wib dan tanggal 22 Agustus 2007 
pukul 10.00 wib, saksi ANNA WIDJI ASTUTI memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
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(a) Benar saksi ANNA WIDJI ASTUTI menjelaskan barang 
yang hilang yaitu 1 (satu) buah Hp Nokia N 70 beserta 
charger dan headfreenya, Hp Nokia 6235 beserta 
chasgernya, 1 (satu) buah sepeda ontel merk polygon 
warna hitam abu-abu dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga 
ratus lima puluh ribu rupiah) 
(b) Benar bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut 
dilakukan pembantunya yaitu FITRI APRILIA 
DARYANI 
(c) Benar yang mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian 
tersebut adalah pembantunya lain yang bernama FITRIA 
(d) Benar bahwa tersangka mengambil barang tersebut belum 
meminta ijin terlabih dahulu kepada saksi ANNA WIDJI 
ASTUTI 
(e) Benar dengan adanya kejadian tersebut saksi ANNA 
WIDJI ASTUTI mengalami kerugian sebesar kurang lebih 
Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah) 
(2) Saksi FITRIA (saksi 2) 
Pada waktu penyidik melakukan pemeriksaan tanggal 
15 Agustus 2007 pukul 20.00 wib dan tanggal 22 Agustus 2007 
pukul 10.00 wib, saksi FITRIA memberikan keterangan sebagai 
berikut : 
(a) Benar saksi FITRIA menjelaskan barang yang hilang yaitu 
1 (satu) buah Hp Nokia N 70 beserta charger dan 
headfreenya, Hp Nokia 6235 beserta chasgernya, 1 (satu) 
buah sepeda ontel merk polygon warna hitam abu-abu dan 
uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
(b) Benar barang-barang tersebut milik majikannya ANNA 
WIDJI ASTUTI. 
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(c) Benar sebelum barang tersebut hilang barang tersebut ada 
ditempat: sepeda berada di depan teras sedangkan 2 buah 
Hp berada di meja belajar dan uang sebesar Rp. 350.000,- 
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada didekat tipe yang 
berada diruang tamu (dibawah pesawat mainan). 
(d) Benar saksi FITRIA mengetahui pelaku mengambil sepeda 
dengan cara dituntun. 
(e) Benar bahwa pada saat kejadian tersebut mejikannya 
ANNA WIDJI ASTUTI sedang berada disemarang dan 
saksi FITRIA berada dirumah. 
(f) Benar dengan adanya kejadian tersebut majikannya ANNA 
WIDJI ASTUTI mengalami kerugian sebesar kurang lebih 
Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah). 
(3) Saksi SRI RAHAYU (saksi 3) 
Pada waktu penyidik melakukan pemeriksaan tanggal 
15 Agustus 2007 pukul 20.30 wib dan tanggl 22 Agustus pukul 
10.00 wib, saksi SRI RAHAYU memberikan keterangan sebagai 
berikut : 
(a) Benar saksi SRI RAHAYU menjelaskan barang yang hilang 
yaitu 1 (satu) buah Hp Nokia N 70 beserta charger dan 
headfreenya, Hp Nokia 6235 beserta chasgernya, 1 (satu) 
buah sepeda ontel merk polygon warna hitam abu-abu dan 
uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu 
rupiah) 
(b) Benar barang-barang tersebut milik majikannya ANNA 
WIDJI ASTUTI 
(c) Benar sebelum barang tersebut hilang barang tersebut ada 
ditempat: sepeda berada di depan teras sedangkan 2 buah 
Hp berada di meja belajar dan uang sebesar Rp. 350.000,- 
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada didekat tipe yang 
berada diruang tamu (dibawah pesawat mainan) 
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(d) Benar dengan adanya kejadian tersebut majikannya ANNA 
WIDJI ASTUTI mengalami kerugian sebesar kurang lebih 
Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah) 
(4) Saksi SRI MULIANI (saksi 4) 
Pada waktu penyidik melakukan pemeriksaan tanggal 
18 Agustus 2007 pukul 10.00 wib, saksi SRI MULIANI 
memberikan keterangan sebagai berikut : 
(a) Benar saksi SRI MULIANI dititipi sepeda federal merk 
Polygon warna hitam abu-abu dan saksi dititipi pada hari 
Rabu tanngal 15 Agustus 2007 sekitar jam 14.30 wib 
(b) Benar bahwa yang menitipkan sepeda adalah seorang anak 
perempuan yang belum pernah saksi kenal 
(c) Benar bahwa saksi tidak mendapat upah dan saksi juga 
tidak tahu kalau sepeda yang dititipkan kepada saksi 
tersebut adalah sepeda hasil dari kejahatan 
(d) Benar bahwa tersangka menitipkan sepeda tersebut dengan 
alasan akan pergi kepanti waluyo 
6) Penyitaan Barang dari Tersangka dan Saksi  
a) Pembutan Surat Penyitaan Kepada Pengadilan Negeri Surakarta 
Penyitaan atas suatu barang dilakukan untuk memperkuat 
adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka FITRI 
APRILIA DARYANI. Penyitaan barang tersebut Kasat Reskrim 
AKP SYARIF RAHMAN, S.IK selaku penyidik Poltabes Surakarta 
membuat Surat Permohonan Penyitaan ke pengadilan. Surat 
permohonan persetujuan penyitaan itu merujukan pada: 
(1) Pasal 38 ayat (2) KUHAP 
(2) Undang-undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Republik 
Indonesia 
(3) Laporan Polisi No. Pol: B/LP/1144/VIII/2007/SPK I, tanggal 15 
Agustus 2007 
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(4) Surat Perintah Penyidikan No. pol: 
Sp.Dik/395/VIII/2007/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2007 
Dengan menyebutkan identitas penguasa barang dan perkara 
yang didugakan kepada tersangka FITRI APRILIA DARYANI dan 
jenis barang yang akan disita untuk kepentingan penyidikan. 
Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, DUANATULI FIRDAUS, 
S.H. selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Surakarta memberikan 
penetapan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan.  
b) Pembuatan Surat Perintah Penyitaan 
Surat Perintah Penyitaan ditugaskan kepada BRIPKA 
SUPARNO selaku penyidik pembantu untuk melakukan penyitaaan 
terhadap barang yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian 
yang di lakukan oleh tersangka FITRI APRILIA DARYANI. Dasar 
pembuatan surat ini adalah: 
(1) Pasal 5 ayat (1)a angka 1, Pasal 7 ayat (1)d, Pasal 11, Pasal 38, 
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, 
dan Pasal 131 KUHAP. 
(2) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI 
(3) Laporan Polisi No. Pol: B/LP/1144/VIII/2007/SPK I, tanggal 15 
Agustus 2007 
(4) Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta 
No… 
Kasus tindak pidana pencurian yang penulis teliti ini 
melakukan penyitaan dari 2 tempat dan barang-barang tersebut 
merupakan barang yang dicuri oleh tersangka yaitu: 
(1) 1 buah HP Nokia N 70, HP Nokia 6235 beserta cahnger dan 
headfreenya. 
(2) Sebuah tas cangklong imitasi warna hitam putih, tiga buah 
celana jeans warna biru, tiga buah T-shirt masing-masing warna 
biru, hitam dan putih serta rok wanita warna hijau tua. 
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(3) 1 buah sepeda angin federal merk Polygon Sierra DX warna 
hitam abu-abu. 
c) Pembuatan Berita Acara Penyitaan 
Penyidik pembantu BRIPKA SUPARNO membuat Berita 
Acara Penyitaan Barang dengan menyebutkan identitas orang yang 
disita barangnya, jenis barang yang disita. Pembuatan Berita Acar ini 
berdasarkan: 
(1) Surat perintah penyitaan No. Pol:… 
(2) Laporan Polisi No. Pol: B/LP/1144/VIII/2007/SPK I, tanggal 
15 Agustus 2007 
Pelaksanaan penyitaan disaksikan oleh 2 orang saksi, yang 
menjadi saksi yaitu BRIGADIR A. ARIF MAHMUD dan 
BRIGADIR AGUNG PURWOKO ditandatangani oleh para pihak. 
Surat Tanda Penerimaan juga dibuat dengan No. Pol: 
STP/…/VII/2007Reskrim oleh BRIPKA SUPARNO selaku penyidik 
pembantu yang melakukan penyitaan dan juga yang membuatkan 
Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan Barang Bukti berdasarkan: 
(1) Surat perintah penyitaan No. Pol:… 
(2) Laporan Polisi No. Pol: B/LP/1144/VIII/2007/SPK I, tanggal 
15 Agustus 2007 
7) Pemeriksaan Identitas Tersangka FITRI APRILIA DARYANI 
Khusus kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tersangka 
anak, penyidik memintakan Permohonan Pemeriksaan Identitas dalam 
kasus ini tersangka FITRI APRILIA DARYANI ke Balai 
Pemasyarakatan (BIPAS). Surat Permohonan itu dibuat oleh AKP 
SYARIF RAHMAN, S.IK selaku Kasat Reskrim Poltabes Surakarta 
dengan No. Pol: B/1133/VIII/2007/Reskrim berdasarkan rujukan 
Laporan Polisi No. Pol: B/LP/1144/VIII/2007/SPK I, tanggal 15 
Agustus 2007 tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 
tersangka FITRI APRILIA DARYANI, yang terjadi pada hari Rabu 
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tanggal 15 Agustus 2007, sekitasr jam 14.00 WIB di Jl. Mangga 7 No. 
11A Jajar Lawean Surakarta.  
Kepala Balai Kemasyarakatan ENDANG HARYANTI, Bc., 
I.P., S.H. memberikan Surat Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan 
(LITMAS) dengan mengirimkan 1 berkas Litmas. LITMAS ini 
digunakan untuk bahan pemikiran/pertimbangan dalam mengadili 
perkara tersangka FITRI APRILIA DARYANI pada tanggal 30 
Agustus 2007. Berkas tersebut memuat: 
a) Identitas: tersangka, orang tuanya (ayah-Ibu), susunan keluarga 
b) Masalah: masa penahanan, latar belakang dan faktor penyebab 
perbuatan tersangka, kronologis peristiwa, akibat yang ditimbulkan 
oleh perbuatannya (terhadap dirinya, keluarganya, korban, 
lingkungan masyarakat, pekerjaan) 
c) Riwayat hidup tersangka:  riwayat pertumbuhan, perkembangan 
kesehatan, riwayat pendidikan 
d) Pandangan masa depan 
e) Tanggapan tersangka terhadap masalah yang dialaminya 
f) Keadaan keluarga: riwayat perkawinan, relasi sosial dalam 
keluarga (hubungan suami-istri, hubungan tersangka dengan orang 
tuanya, hubungan tersangka dengan saudara-saudaranya), relasi 
sosial keluarga dengan masyarakat, keadaan sosial ekonomi 
keluarganya, keadaan rumah 
g) Keadaan lingkungan masyarakat 
h) Tanggapan berbagai pihak: keluarga, korban, masyarakat dan 
pemerintah setempat 
i) Kesimpulan dan saran. 
8) Pembuatan Surat Pernyataan Bahwa Orang Tua FITRI APRILIA 
DARYAI sanggup untuk mendidik anaknya 
Penyidik menanyakan kepada DARSINI selaku orangtua 
tersangka FITRI APRILIA DARYANI masih sanggupkah untuk 
membina anak mereka tersebut setelah selesai 
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mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesanggupan orang tua 
tersangka tersebut dituangkan secara tertulis dengan membuat surat 
pernyataan yang ditandatangani oleh DARSINI. 
9) Resume Berkas Perkara FITRI APRILIA DARYANI 
Setelah pelaksanaan penyidikan selesai maka BRIPTU 
SETYONO selaku penyidik pembantu membuat resume terhadap 
pelaksanaan penyidikan yang telah dilaksanakan terhadap tersangka 
FITRI APRILIA DARYANI dengan mengetahi AKP SYARIF 
RAHMAN, S.IK selaku Kasat Reskrim Poltabes Surakarta. Isi resume 
tersebut antara lain: 
a) Dasar pembuatan resume: 
(1) Laporan Polisi No. Pol: B/LP/1144/VIII/2007/SPK I, tanggal 15 
Agustus 2007 
(2) Surat Perintah Penyidikan No. pol: 
Sp.Dik/395/VIII/2007/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2007 
b) Uraian singkat perkara 
c) Fakta-fakta 
a) Penangkapan 
b) Penahanan 
c) penyitaan 
d) Keterangan saksi-saksi 
e) Keterangan tersangka 
f) Barang bukti 
g) Pembahasan 
a) Analisa kasus 
b) Analisa yuridis 
h) Kesimpulan 
i) Tandatangan penyidik yang diperintahkan dan dengan mengetahui 
Kasat Reskrim 
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10) Daftar Isi Berkas Perkara dan Sampul Berkas Perkara 
Tahapan terakhir yang dilakukan oleh BRIPTU SETYONO 
selaku penyidik pembantu dengan mengetahi AKP SYARIF 
RAHMAN, S.IK. selaku Kasat Reskrim Poltabes Surakarta adalah 
pembuatan Daftar Isi Berkas Perkara yang memuat No., Macam surat, 
Banyaknya lembaran, Keterangan. Pembuatan Sampul Berkas Perkara 
dengan No. Pol: BP/276/VII/207/Reskrim pada tanggal 15 Agustus 
2007 sekitas pukul 14.00 wib di Jl. Mangga 7 No. 11A Jajar Kec. 
Laweyan Kota Surakarta, dengan uraian singkat perkara, yang 
melanggar Pasal 362 KUHP, tersangka FITRI APRILIA DARYANI 
(identitas lengkap) dan menyatakan bahwa tersangka BELUM 
PERNAH DIHUKUM. 
Pembuatan Sampul Depan Berkas Perkara dengan No. Pol: 
BP/276/VII/2007/Reskrim dengan menerangkan: 
a) Perkara: Diduga telah terjadi tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh Tersangka FITRI APRILIYA DARYANTI yang 
dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007 sekitar pukul 
14.00 wib di Jl. Mangga 7 No. 11A Jajar Lawean Surakarta, milik 
korban ANNA WIDJI ASTUTI berupa: 1 (satu) unit Handpond 
Nokia N 70 beserta chasgernya dan headfreenya, Handpond 
Nokia 6235 beserta chasgernya, satu unit sepeda angin jenis 
federal merk pilygon siera DX warna hitam abu-abu dan uang 
tunai sebesar Rp. 350,000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah). 
Sehingga dengan kejadian itu total kerugian yang dialami korban 
adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)  
b) Pasal : 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
c) Identitas Tersangka 
(1) Nama : FITRI APRILIYA DARYANTI 
(2) Jenis Kelamin  : Perempuan 
(3) Tempat/Tanggal Lahir  : Surakarta, 17 April 1991 
(4) Agama  : Islam 
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(5) Pekerjaan  : Pembantu Rumah Tangga 
(6) Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa 
(7) Alamat  : Kp. Madyotaman I Rt.03 kel. 
Punggawan kec. Banjarsari Kota Surakarta 
11) Menyerahkan Berkas Perkara 
Perkara pidana pencurian dengan tersangka FITRI APRILIA 
DARYANI, berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Negeri Surakarta 
pada tanggal 30 Agustus 2007 dan Kejaksaan Negeri Surakarta 
melakukan pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama 
tersangka FITRI APRILIA DARYANI yang sudah lengkap sekaligus 
pemberitahuan kepada Kepolisian Kota Besar Surakarta agar 
menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada 
Kejaksaan Negeri Surakarta. 
 
3. Analisa Yuridis Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh 
Anak-anak 
Berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi dan pengakuan tersangka 
FITRI APRILIA DARYANI, dapat dipersangkakan telah melakukan tindak 
pidana pencurian yaitu berupa: 1 (satu) unit Handpond Nokia N 70 beserta 
chasgernya dan headfreenya, Handpond Nokia 6235 beserta chasgernya, satu 
unit sepeda angin jenis federal merk pilygon siera DX warna hitam abu-abu 
dan uang tunai sebesar Rp. 350,000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah) 
sebagaimana dimaksudkan alam rumusan Pasal 362 KUHP ”barang siapa 
mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian 
termasukkepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu 
denan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara 
selama-lamanya lima tahun. 
Fakta-fakta yang memenuhi unsur: 
a. Barang Siapa: 
Bahwa yang dimaksud dengan ”barang siapa” disini adalah 
siapapun yang melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Indonesia 
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atau diatas Perahu Indonesia, maka disini termasuk pula tersangka FITRI 
APRILIA DARYANI dengan alamat Kp. Madyotaman I Rt. 03/03 kel. 
Punggawan kec. Banjarsari kota surakarta. Fakta tersebut merupakan 
pemenuhan unsur ”barang siapa” 
b. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan 
Orang Lain: 
Bahwa yang dimaksud dengan ” mengambil barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” disini adalah tersangka 
FITRI APRILIAN DARYANI pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007 
sekitar pukul 14.00 wib telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit 
Handpond Nokia N 70 beserta chasgernya dan headfreenya, Handpond 
Nokia 6235 beserta chasgernya yang terletak di meja belajar, satu unit 
sepeda angin jenis federal merk pilygon siera DX warna hitam abu-abu 
yang terletak diteras depan dan uang tunai sebesar Rp. 350,000,- (tigaratus 
lima puluh ribu rupiah) yang semuanya milik saksi korban ANNA WIDJI 
ASTUTI, di Jl. Mangga 7 No. 11A Jajar Lawean Surakarta. Fakta tersebut 
merupakan pemenuhan unsur ” mengambil barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” 
c. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum 
Bahwa yang dimaksud dengan ” Dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum” disini adalah saat tersangka FITRI APRILIYA 
DARYANTI pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007 sekitar pukul 14.00 
wib telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit Handpond Nokia N 70 
beserta chasgernya dan headfreenya, Handpond Nokia 6235 beserta 
chasgernya, satu unit sepeda angin jenis federal merk pilygon siera DX 
warna hitam abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 350,000,- (tigaratus lima 
puluh ribu rupiah). Yang sebelumnya berada di rumah Jl. Mangga 7 No. 
11A Jajar Lawean Surakarta, sebelumnya tidak seijin pemilik ANNA 
WIDJI ASTUTI terlebih dahlu. Fakta tersebut merupakan pemenuhan 
unsur ”Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. 
 
62 
 
62 
 
4. Pembahasan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak-
anak  
Korban melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian ini ke 
petugas Poltabes Surakarta, maka petugas Poltabes Surakarta tersebut 
membuat laporan polisi. Pembuatan laporan tersebut menggunakan model B 
yang artinya bahwa pembuatan laporan tersebut berdasarkan adanya 
laporan/pengaduan dari korban sendiri maupun masyarakat yang melihat, 
mengalami, ataupun menyaksikan sendiri tindak pidana tersebut. 
Isi dari laporan polisi tersebut adalah mengenai identitas polapor 
(sesuai dengan KTP), peristiwa yang dilaporkan (waktu kejadian, tempat 
kejadian, kejadian yang terjadi, dentitas orang yang dilaporkan, identitas 
korbanbagaimana terjadinya, waktu laporan), uraian singkat kejadian, 
tandatangan pelapor, tandatangan yang menerima laporan dan tanda tangan 
atasan sebagai laporan kepada atasan dan memberikan surat tanda penerimaan 
laporan. Laporan polisi tersebut ditulis dan ditandatangani oleh pelapor dan 
petugas yang menerima laporan tersebut. Pembuatan laporan polisi ini telah 
sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Laporan atau 
pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor 
atau pengadu”. 
Surat perintah penyidikan dibuat dan dikeluarkan sebelum 
dilaksanakannya proses penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. 
Surat perintah penyidikan dalam perkara pencurian ini dibuat oleh Kasat 
Reskrim Poltabes Surakart atas nama Kapoltabes Surakarta yang 
memerintahkan kepada pihak penyidik dan penyidik pembantu untuk 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian, membuat rencana 
penyidikan, serta melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan 
tindak pidana kepada Kasat Reskrim Poltabes Surakarta. Surat perintah 
penyidikan ini dibuat berdasarkan wewenang penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. 
Wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak 
pidana anak dilakukan oleh penyidik anak. Karena pada saat terjadinya kasus 
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yang penulis teliti ini di PPA Poltabes Surakarta terbatasnya penyidik anak, 
sedangkan perkara yang ditanganinya tidak sedikit, maka kasus ini ditangani 
oleh penyidik orang dewas yang menangani perkara tindak pedana tertentu. 
Dasar penanganan perkara anak oleh penyidik orang dewasa sebagai alternatif 
bila tidak ada penyidik anak adalah Pasal 41 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak, yang menerangkan bahwa “Penyidikan terhadap 
anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia”. Terdapat juga pada Pasal 41 
ayat (3) UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa “Bahwa 
dalam hal tertentu dan dipandang perlu, petugas penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada: 
a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa; atau 
b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang 
berlaku 
Surat perintah penyidikan inilah yang memberi kewenangan kepada 
penyidik kepolisian untuk dapat melakukan tugas dan wewenangnya sebagai 
penyidik untuk mengusut suatu perkara pidana dalam hal ini adalah tindak 
pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Surat perintah penyidikan juga 
merupakan alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya 
penyalah gunaan wewenang, mempunyai arti sebagai jaminan bagi pihak 
tersangka dan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka. 
Surat perintah tugas dibuat oleh Kasat Reskrim Poltabes Surakarta 
yang memerintahkan kepada penyidik serta penyidik pembantu untuk 
melakukan tugas penyidikan terhadap perkara yang di berikan padanya 
berupa penangkapan,  penahanan, penyitaan, guna kepentingan penyidikan 
terhadap tindak pidana dalampenelitian ini adalah tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh anak, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut 
Kepada Kasat Reskrim Poltabes Surakarta sebagai laporan Kepada 
Kapoltabes Surakarta. Surat perintah tugas tersebut dikeluarkan untuk 
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memberi wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf d, dan huruf e KUHAP yaitu melakukan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. 
Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik terhadap para saksi maupun 
tersangka berkaitan dengan perkara pidana yang terjadi yang dalam hal ini 
adalah perkara tindak pidana pencuriann yang dilakukan oleh anak-anak. 
Pemeriksaan terhadap tersangka anak ini dengan cara menciptakan suasana 
kekeluargaan, menggunakan pendekatan yang bersikap bersahabat dan 
merasa simpatik dengan tersangka, ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) UU 
No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga anak tersebut dapat 
memberikan keterangan dengan jujur tanpa ketakutan, jelas, lengkap dan 
tidak merasa tertekan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik Polabes 
Surakarta memberitahu kepada tersangka mengenai haknya untuk didampingi 
pengacara atau penasehat hukum, ini sesuai dengan Pasal 51 ayat (1), ayat 
(2), ayat(3) UU No. 3 ahun 1997 Tentang Pengadilan anak. Dalam perkara 
ini, tersangka menolak untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat 
hukum padasat pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang 
dibuat oleh tersangka yang menyatakan bahwa tersangka menolak didampingi 
pengacara pada saat pemeriksaan. Tindakan penyidik Poltabes Surakarta ini 
sesuai dengan ketentuan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi ”Dalam hal 
seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya 
pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya 
tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam 
perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”. 
Pada waktu pemeriksaan, tersangka memberikan keterangan kepada 
penyidik bahwa alasan tersangka mencuri barang milik majikannya karena 
tersangka ingin memiliki uang dan barang tersebut dengan cara yang mudah. 
Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Poltabes Surakarta dilakukan 
tanpa adanya tekanan maupun kekerasan. Tindakan penyidik terhadap 
tersangka ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP yang berbunyi 
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“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa 
tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun” serta Pasal 52 KUHAP 
yang menyatakan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan 
pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara 
bebas kepada penyidik atau hakim”.   
Pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik pembantu Poltabes Surakarta 
dilakukan tanpa penyumpahan dan diperiksa secara sendiri-sendiri dengan 
bergantian satu per satu. Pelaksanaan pemeriksaan ini dilakukan sesuai 
ketentuan Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Saksi diperiksa dengan 
tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak 
akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan” serta Pasal 116 ayat (2) 
KUHAP yang berbunyi “Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh 
dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan 
keterangan yang sebenarnya”.     
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi, 
maka penyidik Poltabes Surakarta membuat berita acara pemeriksaan. 
Pembuatan berita acara pemeriksaan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 
ayat (1) KUHAP menyebutkan “Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat 
dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh pihak yang 
memberikan keterangan setelah menyetujui isinya. 
Dalam perkara tindak pidana pencurian ini, upaya paksa yang 
dilakukan oleh penyidik Poltabes Surakarta berupa : Penangkapan, Penahanan 
dan Penyitaan. Upaya paksa pengeledahan tidak dilakukan oleh penyidik 
Poltabes Surakarta dalam penyidikan perkara tindak pidana pencurian ini, 
karena barang-barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana itu 
merupakan laporan dari korban, jadi barang langsung disita oleh penyidik dari 
tangan tersangka dan satu barang bukti lain berada di tangan saksi 4 karena 
dititipkan oleh tersangka, sehingga disini hanya melakukan penyitaan barang 
bukti dari tersangka dan terhadap saksi 4 yang dititipi barang-barang bukti 
oleh tersangka.  
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Dengan adanya laporan dari korban maka penyidik menangkap 
tersangka dan membawanya ke Poltabes Surakarta untuk dimintai 
keterangannya. Penyidik melakukan tindakan penangkapan. Penangkapan 
terhadap pelaku tindak pidana anak sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 3 
tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa ”Penanganan anak nakal 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana”. Menurut Pasal 17 KUHAP ”Perintah penangkapan dilakukan 
terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 
bukti permulaan yang cukup”. Pasal 17 ini menunjukkan bahwa perintah 
penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi 
ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. 
Penangkapan didasarkan juga pada Pasal 43 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak, bahwa ”Penangkapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaanuntuk paling lama 1 
(satu) hari”. 
Pelaksanaan penangkapan oleh penyidik Poltabes Surakarta 
dilakukan dengan menggunakan surat perintah penangkapan. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP ayat (1) yang berbunyi ”Pelaksanaan 
tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada 
tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas 
tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara 
kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.    
Surat perintah penangkapan tersebut kemudian diserahkan oleh 
penyidik Poltabes Surakarta kepada tersangka dan tembusannya diserahkan 
kepada keluarga tersangka. Penyerahan tembusan surat perintah penangkapan 
kepada pihak keluarga tersangka tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 
ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa ”Tembusan surat perintah 
pengangkapan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan 
kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”. Penyerahan 
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tembusan surat perintah penangkapan ini dilakukan untuk memberikan 
kepastian hukum bagi keluarga tersangka. 
Penyidik Poltabes Surakarta telah melakukan penyitaan dengan 
menggunakan surat perintah penyitaan serta berdasarkan surat ijin penyitaan 
dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi ”Penyitaan hanya dapat dilakukan 
oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat”.  Penyidik 
melakukan penyitaan barang bukti dari tersangka dan saksi 4. Barang yang 
dicuri salah satunya dititipkan oleh tersangka berada di tangan saksi 4. 
Penyitaan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dari pihak Poltabes 
Surakarta. Benda-benda tersebut disita guna kepentingan pembuktian 
terutama sebagai barang bukti dalam penyidikan. Benda yang disita oleh 
penyidik dari tersangka yaitu: 
a. 1 buah HP Nokia N 70, HP Nokia 6235 beserta cahnger dan headfreenya. 
b. Sebuah tas cangklong imitasi warna hitam putih, tiga buah celana jeans 
warna biru, tiga buah T-shirt masing-masing warna biru, hitam dan putih 
serta rok wanita warna hijau tua. 
Benda yang disita oleh penyidik dari saksi 4 yaitu: 1 buah sepeda 
angin federal merk Polygon Sierra DX warna hitam abu-abu. Benda-benda 
yang disita tersebut termasuk kedalam kategori barang yang didapat dari hasil 
tindak pidana pencurian yang dilakukan tersangka sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP. Setelah penyidik melakukan 
penyitaan barang bukti dari tangan tersengka sendiri maupun saksi 4, maka 
penyidik kemudian menyerahkan surat tanda penerimaan kepada terdakwa 
dan saksi 4. Penyerahan surat tanda penerimaan ini sesuai dengan ketentuan 
Pasal 42 ayat (1) KUHAP yang menyatakan ”Penyidik berwenang 
memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, 
menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan 
kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”.  
Berdasarkan pelaksaanaan penyitaan tersebut, maka penyidik 
Poltabes Surakarta kemudian membuat berita acara penyitaan yang 
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ditandatangani oleh pihak penyidik dan 2 (dua) orang saksi dari pihak 
Poltabes Surakarta. Pembuatan Berita Acara Penyitaan ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 129 ayat (2) KUHAP yang berbunyi ”Penyidik membuat 
berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari 
mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan 
ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala 
desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi”. 
Terhdap perkara anak nakal penyidik dalam melakukan penahanan 
sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 3 Th 1997 Tentang Pengadilan Anak 
yang menyatakan bahwa ”Penahanan dilakukan setelah denagn sungguh-
sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan 
masyarakat”. Penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang 
penulis teliti ini tidak ditangani oleh penyidik anak maka penahanan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 3 Th 1997 Tentang Pengadilan 
Anak yang menyatakan bahwa ”Untuk kepentingan penyidikan, penyidik 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a berwenang 
melakukan penahann terhadap anak yang diduga keras melakkan tindak 
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Penyidik Poltabes 
Surakarta telah melakukan penahanan sesuai dengan tata cara penahanan 
yaitu dengan menggunakan surat perintah penahanan. Penggunaan Surat 
Perintah Penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU No. 3 
tahun 1997 Tentang Pengadilan anak yang menyatakan bahwa ”Alasan 
penahanan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus dinyatakan secara 
tegas dalam surat perintah penahanan”.  
Surat perintah penahanan tersebut kemudian diserahkan kepada 
tersangka dan tembusan surat perintah penahanan tersebut diserahkan kepada 
keluarga tersangka. Penyerahan tembusan surat perintah penahanan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP yang menyatakan ”Tembusan 
surat perintah penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) KUHAP 
harus diberikan kepada keluarga tersangka”. 
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Tempat penahanan tindak pidana orang dewasa dengan anak harus 
dipisah. Ini untuk melindungi HAM anak tersebut. Ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. 
Penahanan terhadap tersangka anak nakal adalah 20 hari sesuai dengan 
ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
yang mengatakan bahwa ”Penahanan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) 
hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari”. Berdasarkan pelaksanaan 
penahanan tersebut kemudian dibuat berita acara penahanan. Penyidik 
terhadap kasus tindak pidana pencurian ini memintakan perpanjangan 
penahanan ke kejaksaan Negeri Surakarta guna penyidikan lebih lanjut. 
Jangka waktu perpanjangan penahanan bagi anak yang melakukan tindak 
pidana adalah 10 hari ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) UU No. 3 Th 1997 
Tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan pelaksanaan perpanjangan penahanan 
tersebut kemudian dibuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan. 
Khusus kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tersangka anak, 
penyidik memintakan Permohonan Pemeriksaan Identitas Kepada Balai 
Pemasyarakatan (BIPAS). Surat Permohonan itu dibuat oleh penyidik dengan 
menerangkan identitas tersangka dan dugaan yang disangkakan kepada 
tersangka.  
Kepala Balai Kemasyarakatan memberikan Surat Pembuatan 
Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dengan mengirimkan 1 berkas Litmas. 
LITMAS ini digunakan untuk bahan pemikiran/pertimbangan dalam 
mengadili perkara tersangka tindak pidana anak dalam penelitian ini 
mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan anak yang ditangani oleh 
Poltabes Surakarta .  
Pelaksanaan pembuatan LITMAS ini berdasarkan Pasal 56 ayat (1) 
UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi 
“…Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian 
kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan”. Laporan LITMAS 
tersebut berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 Tentang 
Pengadilan anak yang mengatakan “Laporan sebagaimana dimaksud dalam 
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ayat (1) berisi: Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan 
sosial anak; dan Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing 
Kemasyarakatan”.  Penyidik menanyakan kepada orangtua tersangka FITRI 
APRILIA DARYANI masih sanggupkah untuk membina anak mereka 
tersebut setelah selesai mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Kesanggupan orang tua tersangka tersebut dituangkan secara tertulis dengan 
membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh. 
Penyusunan berkas perkara dilakukan oleh BRIPTU SETYONO 
pihak penyidik pembantu yang memeriksa tersangka tersebut, dan diketahui 
Kasat Reskrim Polrabes Surakarta AKP SYARIF RAHMAN, S.IK. Penyidik 
yang menyusun berkas perkara tersebut juga harus mempertanggungjawabkan 
penyusunan berkas perkara tersebut. Dari perkara tindak pidana pencurian ini, 
sampul berkas perkara yang disusun sudah sesuai dengan isi berkas yang ada 
didalamnya. Pada kasus tindak pidana anak maka berkas harus dipisah 
dengan pelaku kejahatan orang dewasa. 
Berkas perkara tindak pidana pencurian dengan tersangka FITRI 
APRILIA DARYANI ini  secara langsung diserahkan kepada Kejaksaan 
Negeri Surakarta. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum 
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi “Dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus 
menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum”. 
Setelah dilakukan penelitian dan ternyata hasil penyidikan sudah 
lengkap, maka Penuntut Umum  memberitahukan hasil penyidikan perkara 
atas nama FITRI APRILIA DARYANI yang sudah lengkap disertai 
pemberitahuan agar Kepolisian Kota Besar Surakarta menyerahkan tanggung 
jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Surakarta. 
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B. Kendala-kendala yang dihadapi aparat bagian Pelayanan Perempuan dan 
Anak (PPA) Poltabes Surakarta dalam penanganan perkara pidana dengan 
pelaku anak-anak 
Hambatan yang dihadapi oleh unit PPA disini adalah terbatasnya tenaga, 
dan jumlah penyidik yang ada pada unit PPA, karena di unit PPA Poltabes 
seluruh penyidiknya adalah polwan dan dibantu 2 orang polisi laki-laki. 
Sedangkan kasus yang ditangani tidak sedikit dan tidak hanya menyangkut 
masalah anak saja, melainkan masalah kasus asusila juga ditangani oleh 
penyidik di PPA. Oleh sebab itu perkara anak nakal kadang ditangani oleh unit 
serse yang lain bila unit PPA sedang sibuk menangani kasus yang lain. 
Penghambat yang lain dalam pelaksanaan penanganan kasus anak nakal 
adalah mengenai jangka waktu penahanan yang cukup singkat. Untuk anak masa 
penahanan hanya diberi waktu 20 hari dengan masa perpanjangan penahanan 10 
hari [Pasal 44 ayat (2) dan (3)]. Apabila dala jangka waktu yang ditentukan 
penyidik belum menyerahkan berkas ke JPU, maka tersangka dilepaskan demi 
hukum namun penyidikan anak tetap berlanjut. 
Juga lamanya pihak BIPAS untuk melakukan hasil LITMAS kepada 
penyidik. Biasanya penyidik menyiasatinya dengan cara berkas diserahkan 
terlebih dahulu bila hasil LITMAS belum selesai dan belum diserahkan kepada 
penyidik. Dan LITMAS akan disusulkan ke kejaksaan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan 
pembahasan, maka Penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan penanganan perkara pidana dengan pelaku anak-anak oleh 
Bagian Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Poltabes Surakarta dilakukan 
melalui tahapan kegiatan sebagai berikut : 
a. Adanya Laporan Korban 
1) Korban melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut ke SPK 
Poltabes Surakarta.  
2) Petugas  SPK yang menerima laporan membuatkan Laporan Polisi. 
b. Pelaksanaan Penyidikan  
1) Membuat Surat Perintah Penyidikan sebelum dimulainya penyidikan 
tindak pidana pencurian. 
2) Membuat Surat Perintah Tugas Penyidikan setelah dikeluarkannya 
Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) guna melaksanakan tindakan 
kepolisian yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencurian 
3) Membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Kepada 
Kejaksaan Negeri Surakarta. 
4) Melakukan Penangkapan, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan 
yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan 
5) Melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 
terhadap tersangka dan saksi-saksi. 
6) Melakukan Penahanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang 
kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan. 
7) Melakukan Penyitaan, berdasarkan Surat Perintah Penyitan yang 
kemudian dibuatkan berita acara penyitaan serta Surat Tanda 
Penerimaan. 
8) Meminta pihak Pembinaan Kemasyarakatan untuk membuat LITMAS 
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9) Membuat surat pernyataan bahwa orang tua tersangka masih mampu 
mendidik anaknya. 
10) Membuat resume terhadap hasil penyidikan tindak pidana pencurian 
11) Menyusun Sampul Berkas Perkara setelah proses penyidikan perkara 
selesai. 
12) Menyerahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Surakarta. 
2. Hambatan yang timbul adalah terbatasnya tenaga dan jumlah penyidik yang 
ada, jangka waktu penahanan yang singkat dan pelaksanaan LITMAS oleh 
BIPAS lama sehingga terlambatnya pemberian hasil LITMAS. 
 
B. Saran 
1. Orang tua sebagai pendidik anak yang pertama dan paling utama harus dapat 
bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, 
jasmani maupun sosial. Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan anak Pasal 19, Setiap anak berkewajiban untuk: 
a. menghormati orang tua, wali, dan guru; 
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 
2. Menjadi polisi untuk diri sendiri terlebih dahulu harus kita tanamkan pada diri 
sendiri, baru menjadi polisi bagi masyarakat agar kejahatan tidak semakin 
merajalela. 
3. Tetap SEMANGAT dalam menjalankan tugas–tugas dan fungsi Polri. 
.
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